Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana

Kekerasan Yang Menimbulkan Cacat Tetap

( Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ) by Kusuma, Aswin Hendra & , Hartanto, S.H., M.Hum.
  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA 
KEKERASAN YANG MENIMBULKAN CACAT TETAP 
( Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ) 
 
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat 
Guna Mencapai Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum 









Disusun Oleh : 
ASWIN HENDRA KUSUMA 
C 100 120 176 
 
FAKULTAS HUKUM 






PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA 
KEKERASAN YANG MENIMBULKAN CACAT TETAP 






Yang ditulis oleh: 


















PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA 
KEKERASAN YANG MENIMBULKAN CACAT TETAP 
( Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ) 
 
Yang ditulis oleh: 
Aswin Hendra Kusuma 
C100120176 
 
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 
Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Pada tanggal  9 Februari 2017 
dan dinyatakan telah memenuhi syarat 
 
DewanPenguji 
Hartanto S.H.,M.Hum (   ) 
(ketua Dewan Penguji) 
 
Muchamad Iksan, SH. MH. ( ) 
(Anggota 1 Dewan Penguji) 
 
Kuswardani, SH. M.Hum. (   ) 




Dekan Fakultas Hukum 









 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini 
tidakterdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan 
saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 
 










PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA 
KEKERASAN YANG MENIMBULKAN CACAT TETAP 
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) 
 
ABSTRAK 
Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang 
memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan 
perlindungan hukum. Banyak. kasus-kasus yang sering terjadi dalam 
masyarakat terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan sangat 
memerlukan perlindungan hukum bagi korbannya. Aparat penegak hukum 
kurang memperhatikan kepentingan korban yang telah menderita akibat 
tindak pidana yang telah menimpanya. Pentingnya perlindungan hukum 
terhadap korban tindak pidana bisa meringankan kondisi bagi korbannya  
yang sudah menderita. Korban yang mengalami kekerasan bahkan 
menimbulkan cacat tetap perlu adanya perlindungan hukum atas tindak 
pidana yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi korban. Perlu 
diketahui sejauh mana korban memperoleh perlindungan hukum seperti 
yang diharapkan akibat perbuatan orang lain. Segala sesuatu yang dapat 
meringankan penderitaan yang telah dialami seseorang akibat menjadi 
korban yang dimaksud dengan perlindungan korban. 
 
Kata Kunci:  Restitusi, Perlindungan, Penganiayaan 
ABSTRACT 
Protection laws applied in Indonesia is currently less attention to the 
interests of the victims are in dire need of legal protection. Many. cases 
often occur in the community, especially in cases of crimes of violence is in 
need of legal protection for victims. Law enforcement officials pay less 
attention to the interests of victims who have suffered as a result of criminal 
acts that have happened to him. The importance of legal protection for 
victims of criminal acts could alleviate the conditions for the victims who 
have already suffered. Victims who suffered violence and even cause 
permanent disabilities need the protection of the law for criminal acts 
which cause suffering and loss for the victim. Keep in mind the extent to 
which victims obtain legal protection as expected due to the actions of 
others. Anyt hing that can alleviate the suffering that has been experienced 
by the victim of someone who referred to the protection of victims. 
 






Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang 
memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan 
perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi 
di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban 
sangat lemah. kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terutama 
dalam kasus tindak pidana kekerasan sangat memerlukan perlindungan 
hukum bagi korbannya. Aparat penegak hukum kurang memperhatikan 
kepentingan korban yang telah menderita akibat tindak pidana yang telah 
menimpanya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak 
pidana bisa meringankan kondisi bagi korbannya  yang sudah menderita.  
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut 
tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang 
menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum.1 Adapun tujuan 
pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 
menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban 
di dalam masyarakat diharapkan kepetingan manusia akan terlindungi.2 
Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata 
tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan 
terjadinya pelanggaran hukum. Dengan penerapan hukum yang baik 
diharapkan kepentingan manusia dapat terlindungi dari suatu perbuatan 
tindak pidana. Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana ialah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman 
(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa, tindak pidana itu 
adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.3 
Untuk mewujudkan Negara Indonesia dengan tatanan masyarakat 
yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, serta melindungi 
masyarakat dari perbuatan kekerasan. Perbuatan tindak pidana kekerasan 
                                                 
1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen. 
2Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty,  hal 77. 
3 Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bima Aksara, hal 54. 
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dapat mengakibatkan penderitaan, kerugian kepada korbannya. Korban 
adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.4 Bahkan ada 
kasus terhadap korban kekerasan yang mengalami luka berat dapat 
menimbulkan cacat tetap. Menurut Pasal 351 KUHP ayat (2) jika perbuatan 
mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara 
paling lama lima tahun. 
Luka berat sebagaimana disebut dalam Pasal 90 KUHP, diartikan 
sebagai luka yang menimbulkan cacat tetap. Korban yang mengalami cacat 
tetap perlu adanya perlindungan hukum atas tindak pidana yang 
mengakibatkan penderitaan dan kerugian bagi korban. Paradigma 
perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan 
yang berlaku, yaitu KUHP dan KUHAP termasuk kebijakan instansional 
birokrasi penegakan hukum. Oleh karena itu, bentuk perlindungan korban 
pun telah dikonstruksikan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini 
berarti bahwa realitas sosial perlindungan korban dimungkinkan mengalami 
pendegradasian karena adanya kekurangan atau hambatan dalam 
perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi respons terhadap 
korban.5 Aturan hukum seringkali fokus untuk menghukum pelaku 
kejahatan tetapi korban juga perlu diperhatikan karena korban merupakan 
pihak yang cukup dirugikan dan menderita. Setiap orang menggangap 
bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si 
penjahat, seakan-akan penjahat merupakan satu-satunya sumber kesulitan 
bagi korban.6  
 Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Upaya 
perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hal restitusi di kota 
Surakarta (2) Kendala yang dihadapi dalam upaya pemberian restitusi bagi 
korban kejahatan di kota Surakarta.  
                                                 
4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
5 C. Indah Maya S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif  Viktimologi dan Kriminologi, 
Jakarta: Kencana, hal 113. 
6 Mulyana W. Kusumah, 1981, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, 
Bandung: Alumni, hal 2. 
4 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Tujuan objektif mendeskripsikan 
upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hal restitusi di 
kota Surakarta serta kendala yang dihadapi dalam upaya pemberian restitusi 
bagi korban kejahatan di kota Surakarta. (2) Tujuan subjektif, menambah 
wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan teori-
teori yang penulis peroleh selama menempuh kuliah dalam mengatasi 
masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Manfaat penelitian ini 
adalah sebagai berikut: (1) Manfaat teoritis, mengembangkan pengetahuan 
di bidang hukum pidana, memberikan sumbangan referensi bagi 
pengembangan ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. 
(2) Manfaat praktis,  mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, 
dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 
menetapkan ilmu yang diperoleh.  
2. METODE 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 
yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah pendekatan dari 
sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat 
dalam sistem kehidupan yang mempola atau penelitian yang bersifat 
kualitatif berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari obyeknya. 
Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah: data yang dipakai berupa bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode analisis data secara kualitatif, dengan menganalisis 
data sekunder yang dihubungkan data primer. Kemudian dilakukan 
pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya 
dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Hal 
Restitusi Di Kota Surakarta 
Kejahatan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat di 
toleransi lagi, melihat realita yang terjadi di masyarakat semakin meningkat 
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tentunya memberikan kerugian terhadap korban kejahatan secara mental 
fisik maupun materiil. Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak 
ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang 
memadai baik immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat 
“to much attention has bein paid to offenders and their rights, to neglect of 
the victims”.7 Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang 
memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan 
korban untuk memperoleh keadilan dalam memperjuangkan haknya adalah 
kecil. 
Pengaturan tentang ganti kerugian ini justru lebih banyak diatur 
dalam hukum pidana formil, dapat dilihat dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 
KUHAP. Menyangkut upaya yang dapat dilakukan oleh korban 
Penganiayaan yang ingin mendapatkan ganti rugi, dapat dilakukan dengan 
jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan korban apabila 
ditemukan jalan buntu sampai ke tahap pemeriksaan di pihak Kepolisian, 
maka korban dapat meminta agar kasusnya dilanjutkan ke Pengadilan.8 
Ganti Rugi untuk korban penganiayaan pada dasarnya dapat 
dilakukan melalui tiga cara yaitu: melalui penggabungan perkara ganti 
kerugian, melalui gugatan perbuatan melawan hukum, dan melalui 
permohonan pestitusi. Dalam proses di Pengadilan, korban dapat 
mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 
kepada majelis hakim, agar proses pidananya dijalankan bersamaan dengan 
proses perdatanya. Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri 
diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(“KUHAP”) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101. Pasal 98 ayat 
(1) KUHAP menentukan bahwa:9 
 “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan 
                                                 
7 Didik Mansur & Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Bandung: 
Rajawali Pers, hal 25. 
8 Leden Marpaung, 1997,  Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, Jakarta: Rajawali 
Pers, hal 115. 
9 Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan Kuhap Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum 
Pidana dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, hal 75. 
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kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang 
itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti 
kerugian kepada perkara pidana itu.”  
 
Dalam hukum pidana materiil, pengaturan tentang ganti kerugian 
masih sangat minim kita temukan, yaitu hanya terdapat dalam Pasal 14c 
ayat (1) KUHAP yang mengatur:  
“Dengan perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali 
dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa 
terpidana tidak melakukan tindak pidana, hakim menetapkan syarat khusus 
bahwa  terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa 
percobaanya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang 
ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”. 
 
 Pengaturan tentang ganti kerugian ini justru lebih banyak diatur 
dalam hukum pidana formil, dapat di lihat dalam pasal 98 sampai pasal 101 
KUHAP. Undang-Undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban di dalam Pasal 7 ayat 1 dijelaskan salah satu bentuk 
perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yakni korban kejahatan 
melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berhak 
mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti 
kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.10 
Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian 
berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-
lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam 
hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya 
sebelum hakim menjatuhkan putusan. Mekanisme lain yang tersedia adalah 
menggunakan gugatan perdata biasa dengan model gugatan perbuatan 
                                                 
10 Lilik Mulyadi, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi, Denpasar: 
Djambatan, hal 68. 
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melawan hukum.11  
Dalam gugatan ini, penggugat, dalam hal ini korban tindak pidana, 
tentu harus menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus 
perkara pidana yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat).  Sementara tersedia 
juga mekanisme lain yaitu mengajukan permohonan restitusi yang diajukan 
berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban (“UU 13/2006”), PP No. 44 Tahun 2008 tentang pemberian 
kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban (“PP 
44/2008”), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang standar 
operasional prosedur permohonan dan pelaksanaan restitusi. Permohonan 
restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) UU 
13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008.12   
Berdasarkan PP 44/2008, permohonan restitusi ini dapat diajukan 
sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 21 PP 44/2008). 
Menyangkut upaya yang dapat dilakukan oleh korban kejahatan yang ingin 
mendapatkan restitusi dapat dilakukan dengan jalur non litigasi dan litigasi, 
jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta langsung 
ganti kerugian terhadap tersangka atau dengan kata lain melalui jalur 
kekeluargaan atau mediasi yang merupakan bagian dari ADR “Alternative 
Dispute Resolution” cara penyelesaian lain menyangkut non litigasi yang 
dapat dilakukan korban ialah dengan memakai perantara pihak kepolisian 
sebagai penengah untuk melakukan mediasi apabila ditemukan hambatan-
hambatan. Jalur litigasi dapat dilakukan korban apabila tidak ditemukan 
penyelesaian dalam jalur non litigasi.13 
Permohonan restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang 
bermaterai cukup dalam bahasa Indonesia oleh korban, keluarganya atau 
kuasanya kepada Pengadilan melalui LPSK. Selain jalur litigasi, korban 
juga dapat mengupayakan ganti rugi melalui jalur non litigasi. Jalur non 
                                                 
11 Djoko Prakoso, 1988, Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP,  Jakarta: Bina Aksara, hal 123. 
12 Ibid. 
13 R. Soeparmono, 2003, Pra Peradilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian 
Dalam KUHAP, Bandung: Sinar Grafika, hal 97. 
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litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta langsung ganti 
kerugian terhadap tersangka, atau dengan kata lain penyelesaian melalui 
jalan kekeluargaan. Cara penyelesaian lain menyangkut non litigasi yang 
dapat dilakukan korban ialah dengan memakai perantara pihak kepolisian 
sebagai penengah untuk melakukan mediasi apabila ditemukan hambatan-
hambatan. 
Kendala Yang Dihadapi Dalam Upaya Pemberian Restitusi Bagi 
Korban Kejahatan Di Kota Surakarta 
 
Setiap upaya yang dilakukan, tidak lepas dari kendala-kendala yang 
sering ditemui. Begitupun halnya untuk mendapatkan ganti kerugian 
tidaklah mudah karena harus melewati proses yang panjang. Hal ini bisa 
menjadi penyebab utama yang menjadi kendala bagi korban tindak pidana 
penganiayaan untuk mendapatkan ganti rugi sebagai haknya.  Proses yang 
panjang menjadi kendala untuk korban melakukan penggabungan perkara, 
berkaitan dengan penggabungan perkara Pasal 98-101 KUHAP.14  
Sebagaimana telah diketahui bahwa kemungkinan untuk 
menggabungkan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian dimulai 
sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut memberi kesempatan bagi 
pihak yang telah dirugikan akibat dari suatu tindak pidana untuk 
mengajukan permohonan agar gugatan ganti kerugian yang diajukan 
korban pemeriksaannya dapat digabungkan dengan perkara pidana yang 
pemeriksaannya sedang berlangsung. Sebelum kitab Undang-Undang 
Acara Pidana berlaku di Indonesia, maka peraturan yang menjadi dasar 
pelaksanaan hukum acara pidana di lingkungan peradilan umum adalah 
Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau yang lebih dikenal sebagai Het 
Herziene Inlandsch Reglement (HIR).15  
                                                 
14 Winarto, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 17 September 
2016, Pukul 10.00 wib. 
15 Leden Marapaung, 1997, Proses Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 125. 
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Di dalam HIR, terhadap suatu perkara yang mengandung aspek 
pidana dan aspek perdata, penyelasaiannya tidak dimungkinkan secara 
bersamaan, tetapi harus diselesaikan secara berurutan, dimana perkara 
pidana diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian perkara perdatanya. 
Menurut penulis, dengan adanya peraturan mengenai penggabungan 
perkara ini maka dapat membantu para korban dalam meyelesaikan 
kasusnya dan segera mendapatkan ganti kerugian atas apa yang dideritanya 
akibat suatu tindak pidana. Dalam HIR tidak dimungkinkan adanya 
penggabungan perkara sehingga hal ini jelas akan memakan waktu yang 
lama dan biaya yang banyak pula. Permohonan ganti kerugian harus 
diajukan secara tersendiri secara perdata setelah perkara pidananya selesai. 
tersendiri secara perdata setelah perkara pidananya selesai, jelas hal ini 
akan membuang waktu dan biaya yang banyak karena pihak korban harus 
membiayai kerugiannya sendiri dan harus membiayai pengajuan gugatan 
ganti ruginya secara perdata di Pengadilan yang jelas membutuhkan biaya. 
Bagi korban yang memiliki perekonomian yang cukup tinggi, hal ini 
mungkin tidak begitu menjadi soal, tetapi bagi masyarakat 
berperekonomian rendah jelas hal hal ini akan menjadi masalah yang cukup 
memberatkan, hanya untuk menuntut apa yang telah menjadi haknya yaitu 
mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.  
Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 yang diubah oleh undang-Undang Nomor 35 tahun 1999  
adanya sarana yang disediakan Undang-Undang untuk menggabungkan 
perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian tentunya akan memudahkan 
pihak yang telah dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa 
untuk mendapatkan kembali haknya.16 
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis 
lakukan dengan hakim pembimbing di Pengadilan Negeri Surakarta maka 
hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penggabungan perkara 
pidana dengan gugatan ganti kerugian dalam perkara penganiayaan yang 
                                                 
16 R. Soeparmono, 2003, Pra Peradilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian 
Dalam KUHAP, Bandung: Sinar Grafika, hal 100. 
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menimbulkan cacat tetap adalah sebagai berikut:17 (a) Alasan Non-Teknis 
Yuridis: Dalam hal termohon adalah orang yang tidak punya maka akan 
sulit dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim, karena terbatas hakya 
pada biaya-biaya yang mampu ia bayar saja, sedangkan dalam hal 
termohon tidak sanggup untuk membayar ganti kerugian maka hal ini akan 
menghambat eksekusi putusan hakim dalam gugatan ganti kerugiannya.  
Selanjutnya (b) Alasan Teknis Yuridis: (1) Waktu yang sedikit 
dalam mengajukan permohonan penggabungan perkara pidana dengan 
gugatan ganti kerugian, yaitu selambat-lambatnya sebelum penuntut umum 
mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) atau dalam hal penuntut umum 
tidak hadir dalam perkara cepat, diajukan selambat-lambatnya sebelum 
hakim menjatuhkan putusannya. (2) Dalam penggabungan perkara pidana 
dengan gugatan ganti kerugian tidak diperbolehkan adanya sita jaminan 
(sita konsevator) atas barang-barang/harta benda milik tergugat/terdakwa, 
karena hal ini akan menghambat pemeriksaan perkara pidananya. Sehingga 
akan mempersulit dalam melaksanakan eksekusi putusan hakim, dan 
dimungkinkan Termohon dapat mengalihkan harta kekayaannya.  
Selanjutnya (3) Tidak dapat diajukan upaya hukum banding hanya 
terhadap putusan perkara pidananya saja, karena dalam penggabungan 
perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian putusan ganti kerugian 
bersifat assessoir dengan putusan perkara pidananya. Dalam hal ini putusan 
ganti kerugiannya baru mendapat kekuatan hukum tetap apabila putusan 
perkara pidananya sudah mendapat kekuatan hukum tetap. (4) Pemohon 
penggabungan perkara bersifat pasif dan tidak dapat mengajukan banding 
atau kasasi, sehingga dalam penggabungan perkara pemohon tidak dapat 
menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum. 
Selain itu, aparat kepolisian yang seharusnya memberikan informasi 
hukum kepada masyarakat ternyata merasa tidak memiliki kewajiban untuk 
menginformasikan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk 
mendapatkan ganti rugi pada korban. Akan tetapi menurut  pihak kepolisian 
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bahwa polisi tidak berkewajiban untuk memberikan informasi kepada 
korban/pelapor mengenai adanya upaya ganti kerugian melalui jalur 
penggabungan perkara. Hal itu karena pihak kepolisian hanya memberikan 
informasi apabila korban menanyakan atau meminta pendapat kepada 
mereka. Ini merupakan salah satu kendala korban dalam mengupayakan 
ganti kerugian atas tindak pidana yang dialaminya karena kurangnya 




Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian 
sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: pertama, secara garis besar 
implimentasi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hal 
restitusi di kota Surakarta belum optimal. Hal ini terkait dari faktor bahwa 
lebih banyak korban menggunakan upaya non litigasi (perdata atau 
mediasi) daripada litigasi, penyelesaian perkara dalam upaya mendapat 
restitusi hal ini terlihat dalam data primer responden bahwa 0% tidak 
memilih jalur Non Litigasi melainkan jalur litigasi sebanyak 16%.  
Selanjutnya kedua, kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan 
restitusi bagi korban kejahatan di Kota Surakarta, antara lain: (a) 
Ketidaktahuan masyarakat akan adanya penggabungan perkara gugatan 
ganti kerugian di Tingkat Pengadilan. (b) Dengan kejadian tersebut 
memberi efek trauma kepada korban, korban tidak mau mengingat kejadian 
tersebut sehingga terkendala dalam pemenuhan ganti kerugian. (c) Sulit 
bagi korban karena menyita banyak waktu dan proses yang berbelit-belit 
dan jumlah ganti rugi yang diputuskan tidak sesuai dengan kerugian yang 
dialami korban selain itu adanya perbedaan status sosial pelaku dan korban, 
dalam hal korban memiliki status sosial lebih tinggi dari pelaku akan 
menyulitkan untuk menuntut ganti kerugian. 
4.2 Saran 
Pertama, pihak Pengadilan perlu mengadakan sosialisasi mengenai 
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Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian kepada masyarakat-
masyarakat awam, agar mereka tahu bahwa mereka dapat memperjuangkan 
haknya di Pengadilan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum 
terhadap korban. Kedua, mempermudah proses penggabungan perkara 
tentunya akan memudahkan korban untuk mendapatkan haknya dan tidak 
menyita banyak waktu korban.  
Ketiga, penyelesaian dengan jalan kekeluargaan tentunya jauh lebih 
baik apabila ada kesepakatan tentang jumlah ganti rugi. Oleh karena itu, 
dibutuhkan peran aktif pihak kepolisian untuk menjadi mediator yang baik. 
4.3 Persantunan 
Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya tercinta 
atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Kakakku tersayang 
atas doa dan dukungannya. Seorang wanita yang kusayangi, terimakasih 
atas do’a, dorongan dan semangatnya serta sahabat-sahabatku, atas 
motivasi, dukungan dan doanya selama ini. 
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